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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam berbagai sektor termasuk birokrasi pemerintahan, data kini dipandang 

sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis luar biasa. Data memiliki peran 

yang sangat penting, dengan data yang berkualitas mampu menjembatani kesenjangan 

antara ketersediaan data yang melimpah dengan akses publik yang efektif. Selain itu, 

data berkualitas juga memungkinkan pengukuran dan evaluasi yang objektif terhadap 

dampak kebijakan dan program (Islami, 2021). Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden 

Joko Widodo ketika berpidato di hadapan sidang tahunan MPR pada 16 Agustus 2021, 

"Pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada data dan perkembangan ilmu 

pengetahuan serta teknologi terkini dalam proses pengambilan keputusan." Ungkapan 

tersebut menegaskan bahwa peran data, baik untuk saat ini maupun masa mendatang, 

sangatlah krusial dalam tahapan perencanaan dan penilaian pembangunan. 

Ketersediaan data dengan tingkat integritas yang tinggi menjadi aspek esensial untuk 

menciptakan informasi pembangunan yang lebih presisi dan dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar perumusan kebijakan (Hidayat & Saleh, 2023). 

Melalui implementasi rencana aksi nasional untuk keterbukaan pemerintahan 

(open government), menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi 

publik dengan praktik Open Government Data (OGD) (Islami, 2021). Komitmen 

Indonesia dalam mendorong pemerintahan yang terbuka melalui Sustainable 

Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya poin 

ke-16 yang berfokus pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Tujuan 

ini menekankan pentingnya membangun institusi yang efektif, akuntabel, serta 
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transparan di berbagai tingkatan, sekaligus memastikan akses publik terhadap 

informasi melalui pemanfaatan teknologi modern sesuai dengan regulasi nasional 

(Kadarisman et al., 2024). Salah satu kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan 

tersebut adalah Satu Data Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 (Kaharuddin et al., 2024). 

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah dalam 

pengelolaan data untuk memastikan data yang akurat, terbaru, terintegrasi, dapat 

dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antara Instansi Pusat dan 

Daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mengatur data yang dikumpulkan, dicatat, dan 

dilaporkan oleh setiap instansi publik (Kaharuddin et al., 2024). Pada akhirnya, 

kebijakan Satu Data hadir untuk memperbaiki tata kelola data yang sebelumnya 

dianggap kurang baik menjadi lebih baik (Amelia et al., 2023). 

Kebijakan Satu Data Indonesia memiliki tujuan utama sebagai pedoman dalam 

pengelolaan data sektoral guna mendukung pembangunan di Indonesia. Selain itu, 

kebijakan ini juga bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, terbaru, 

terintegrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendorong keterbukaan 

dan transparansi berbasis data. Dengan demikian, kebijakan ini berperan dalam 

meningkatkan kepercayaan publik, menciptakan nilai sosial dan ekonomi, 

memperkuat partisipasi dalam pemerintahan, serta meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi (Islami, 2021). Satu Data Indonesia dibentuk sebagai wadah untuk 

mengumpulkan data secara nasional melalui sebuah portal yang dapat diakses melalui 

internet. Data yang dihasilkan disediakan secara gratis dan dapat dibagikan dalam 

format yang dapat digunakan kembali. Ketersediaan data terbuka ini memungkinkan 
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masyarakat memperoleh informasi dan fakta yang dapat dipercaya (Putra Prabujaya et 

al., 2023). 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga 

yang berupaya menerapkan kebijakan Satu Data Indonesia. Komitmen ini ditegaskan 

melalui kebijakan turunan implementasi SDI, yang diatur dalam Peraturan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Satu 

Data Indonesia di tingkat provinsi. Peraturan Gubernur ini menjadi panduan bagi 

setiap instansi terkait atau OPD dalam menyediakan data kepada masyarakat. 

Peraturan tersebut menguraikan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat 

provinsi, yang meliputi: Pembina, Pengarah, Ketua, Koordinator Forum SDI provinsi, 

Pembina data, Walidata, Walidata Pendukung, serta Produsen Data di tingkat provinsi 

(Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022). 

Pergub Nomor 18 Tahun 2022, telah menjelaskan mengenai prinsip Satu Data 

Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi standar data, metadata, interoperabilitas 

data, serta kode referensi atau data induk. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia guna memastikan informasi yang disajikan 

sesuai dan konsisten. Penyelenggara Satu Data Indonesia juga mengikuti prinsip-

prinsip ini dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. 

Implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI, diperlukan sinkronisasi akses 

data dan kemudahan berbagi antar Instansi Pusat, Daerah, dan masyarakat. Agar data 

dan metadata yang akan disebarluaskan dapat terintegrasi, diperlukan platform 

pengumpulan data nasional yang dikembangkan melalui portal yang dapat diakses via 

internet. Portal SDI ini penting agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan 

data, serta mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Selain itu, portal ini juga 
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berperan sebagai media penyebarluasan data yang kemudian dapat didistribusikan 

melalui portal SDI masing-masing (Putra Prabujaya et al., 2023). 

Portal Satu Data Indonesia untuk Provinsi Babel dapat diakses melalui laman 

https://sdi.babelprov.go.id/. Situs ini tersedia secara online untuk umum dan berfungsi 

sebagai wadah pengumpulan serta distribusi data statistik dan data geospasial lintas 

sektoral. Pengelolaannya melibatkan kolaborasi antarinstansi, termasuk Badan Pusat 

Statistik Provinsi Bangka Belitung sebagai pembina data statistik, Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Babel sebagai walidata, serta seluruh Organisasi Perangkat 

Daerah di provinsi Babel.  

Satu Data Indonesia dalam pelaksanaannya karena melibatkan integrasi data dari 

setiap badan pemerintahan, sehingga diperlukan upaya terkoordinasi mulai dari 

perencanaan hingga penyebarluasan. Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan 

proses pelaksanaan SDI. 

Gambar 1. Proses Pelaksanaan Kebijakan SDI 

 

Sumber: Materi sosialisasi Kebijakan SDI yang disampaikan oleh Bappenas (8 

Oktober 2021) 
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Gambar 1 menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia. 

Berikut adalah penjelasan mengenai proses tersebut pada tingkat pemerintah provinsi: 

1. Kepala Bappeda Provinsi memimpin Forum Satu Data, yang bertanggung jawab 

dalam perencanaan data. Penentuan daftar data dilakukan oleh instansi 

berdasarkan rekomendasi pembina data, kesepakatan Forum Satu Data, serta 

kebutuhan untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

2. Pembina data mencakup Pembina Data Statistik dan Pembina Data Geospasial, 

yang berperan dalam memberikan rekomendasi serta pembinaan dalam 

pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia; 

3. Produsen data, yang terdiri dari setiap OPD, bertugas menghasilkan data sesuai 

dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan menyerahkannya kepada 

Walidata. Jika Walidata menilai bahwa data yang diserahkan belum memenuhi 

standar kualitas dan tidak sesuai dengan prinsip SDI, maka data tersebut dapat 

dikembalikan kepada produsen untuk diperbaiki. 

4. Walidata akan memeriksa kesesuaian data berdasarkan prinsip SDI. Jika data 

tidak sesuai, maka data dikembalikan; namun jika sesuai, data bisa 

dipublikasikan di Portal Satu Data Indonesia. 

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2022, 

Diskominfo Provinsi Bangka Belitung berperan sebagai Walidata. Tugasnya 

mencakup tiga aspek utama: pertama, memastikan bahwa data yang dikirimkan oleh 

produsen data tingkat provinsi telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Kedua, 

mendistribusikan data dan metadata melalui portal Satu Data Indonesia serta Sistem 

Informasi Satu Data Indonesia di tingkat provinsi. Ketiga, mendukung Pembina Data 

dalam memberikan pembinaan kepada produsen data di tingkat provinsi. 
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Diskominfo Babel sebagai Walidata pusat, berperan penting dalam pemeriksaan 

data yang harus sesuai dengan prinsip SDI. Terlebih lagi, banyaknya data yang perlu 

diintegrasikan dan harus melalui proses validasi sebelum dipublikasikan di Portal SDI. 

Melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 

188.44/85/SK/Diskominfo/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data 

Statistik Sektoral Perangkat Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 

Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2023), berikut adalah daftar OPD yang 

bertanggung jawab sebagai Produsen Data pada Portal Satu Data Indonesia: 

1. Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

6. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Kawasan 

Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Datu Pintu Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung; 

10. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan 

Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 
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12. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

14. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

15. Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung; 

16. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

17. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

18. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

19. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

20. Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

21. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

22. Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

23. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumbe Daya Manusia Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung; 

25. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

28. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

29. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 
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30. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; 

31. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

32. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

Daftar OPD yang tercantum di atas berperan sebagai produsen data, yang 

bertanggung jawab dalam menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data 

Indonesia serta menyampaikan data dan metadata kepada Walidata di tingkat provinsi, 

yaitu Diskominfo Provinsi Bangka Belitung. 

Untuk memaksimalkan penerapan Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi Bangka 

Belitung, sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana 

ini akan dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SDI, seperti 

penyelenggaraan Forum SDI hingga peningkatan kapasitas kelembagaan statistik 

sektoral. 

Merujuk pada publikasi BPS Provinsi Bangka Belitung terkait Survei Kebutuhan 

Data (SKD) tahun 2023, hasilnya menunjukkan bahwa banyak masyarakat Bangka 

Belitung lebih memilih layanan yang menyediakan data dan informasi statistik secara 

online, dengan persentase 41,22%.  

Gambar 2. Persentase Konsumen Menurut Instansi/Institusi 

 

 

 

 

 

Sumber: Survei Kebutuhan Data BPS Babel Tahun 2023 
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Berdasarkan gambar 2. menunjukkan bahwa hasil survei berdasarkan konsumen 

menurut instansi/institusi, didominasi oleh konsumen dari Lembaga Penelitian & 

Pendidikan Dalam Negeri (34,52%) dan Pemerintah Daerah (29,76%). 

Gambar 3. Persentase Konsumen Menurut Pekerjaan Utama 

 

Sumber: Survei Kebutuhan Data BPS Babel Tahun 2023 

Adapun hasil survei pada gambar 3. menunjukkan bahwa dengan penggunaan 

terbesar untuk kepentingan pemerintahan (45,24%) dan tugas sekolah atau kuliah 

(32,14%). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar data tersebut banyak 

digunakan oleh PNS, TNI, Polri, serta pelajar dan mahasiswa. Hal ini didukung oleh 

persentase pekerjaan utama konsumen terbesar yang merupakan PNS/TNI/Polri 

(45,24%) (BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). 

Hasil survei menunjukkan bahwa permintaan data masih didominasi oleh 

instansi pemerintah dan sektor pendidikan untuk keperluan perumusan kebijakan serta 

penelitian. Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) diharapkan dapat menegaskan 

pentingnya integritas data yang dibutuhkan oleh para pengguna (Budianto, 2021). Hal 

ini menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan SDI, di mana pengelolaan data oleh 
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instansi pusat dan daerah berperan krusial dalam mendukung perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan (Hidayat & Saleh, 2023). 

Tata kelola data merupakan solusi untuk mengubah data menjadi aset berharga 

(Khatri dan Brown, 2010). Praktisi melihat tata kelola data sebagai pendekatan yang 

menjanjikan bagi organisasi (Hagmann, 2013; Kamioka et al., 2016; Rasouli et al., 

2016). Dengan demikian, pengelolaan data memegang peran penting dalam 

meningkatkan serta menjaga kualitas dan pemanfaatan data di dalam organisasi 

(Firmansyah & Susanto, 2023).  

Saat ini, implementasi SDI mulai dari perencanaan data sampai pada 

penyebarluasan data masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. 

Sebagai contoh, dalam tahap pemeriksaan data, sering kali muncul kendala seperti 

tidak terpenuhinya standar data, inkonsistensi metadata, serta ketiadaan kode referensi 

data. Hal ini menyebabkan data menjadi tidak sesuai dan sulit untuk dibagikan 

(Firmansyah & Susanto, 2023). Ketidaksesuaian serta duplikasi data dapat 

menghambat proses pengambilan kebijakan secara cepat serta mengakibatkan 

kurangnya sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran antar instansi 

pemerintah (Islami, 2021). Penelitian mengenai validasi data menunjukkan bahwa 

perbedaan format dan metadata masih banyak ditemukan di berbagai 

Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Diketahui, skor kesiapan SDI 

tingkat daerah hanya mencapai 36,26%, dengan skor kesiapan dari 8 aspek yang dinilai 

masih di bawah 50% (Firmansyah & Susanto, 2023).  

Hasil wawancara dan observasi di lokasi penelitian, penulis menemukan 

beberapa kendala dalam pelaksanaan program Satu Data Indonesia (SDI) di Bangka 

Belitung, khususnya pada tahap pemeriksaan data yang dilakukan oleh Diskominfo 
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Babel sebagai Walidata provinsi. Masalah pertama muncul pada aspek standar dan 

sasaran kebijakan. Diskominfo Babel sebagai Walidata Pusat telah mengimbau setiap 

OPD selaku Produsen Data untuk mengumpulkan data secara tepat waktu selama dua 

periode triwulanan proses validasi data: triwulan 1 (Januari-Juni) dan triwulan 2 (Juli-

Desember). Namun, upaya ini belum sepenuhnya berhasil karena beberapa OPD masih 

sering menyerahkan data yang belum diperbarui (tidak up-to-date) kepada Diskominfo 

Babel. Sehingga, ini akan berdampak pada kebutuhan data yang terbarukan saat di 

publikasikan pada Portal SDI.  

Masalah kedua berkaitan dengan komunikasi antara organisasi yang terlibat serta 

koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Seringkali ditemukan data tidak sesuai dengan 

prinsip SDI selama proses pemeriksaan, yang mengindikasikan adanya 

ketidakefektifan komunikasi antara OPD yang terlibat dan walidata dalam 

penyelenggaraan SDI. Hal ini menyebabkan proses pemeriksaan terhambat karena 

data yang diserahkan harus dikembalikan kepada OPD untuk disesuaikan dengan 

prinsip SDI. Akibatnya, pembaruan data yang dibutuhkan oleh publik menjadi 

terganggu. Lebih parahnya lagi, ketidakkinian data ini menyebabkan banyak data yang 

tidak konsisten ditemukan meskipun berhubungan dengan objek yang sama. 

Contohnya, jumlah penduduk suatu daerah masih memiliki perbedaan tergantung dari 

dinas/instansi/lembaga mana yang mempublikasikannya (Hidayat & Saleh, 2023). 

Penelitian mengenai penyelenggaraan SDI telah menarik perhatian para peneliti 

dari berbagai aspek. Misalnya, ada peneliti yang fokus pada aspek implementasi 

kebijakan SDI tingkat kabupaten (Arifah Zannuba et al., 2024). sementara peneliti 

yang lain melihat analisis peran BPS-Statistik Indonesia sebagai pembina data statistik 

(Amelia et al., 2023). Selain itu, ada juga penelitian yang mengkaji kebijakan Perpres 
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Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI (Hidayat & Saleh, 2023), mengidentifikasi 

tantangan implementasi SDI berdasarkan Critical Success Factors (CSFs) (Islami, 

2021), serta fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi 

dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 (Kaharuddin et al., 2024). 

Teori implementasi kebijakan sering digunakan untuk menilai pelaksanaan suatu 

program. Pada penyelenggaraan SDI, teori implementasi telah banyak diterapkan 

dalam penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut mengacu pada Teori 

Edward III (Putra Prabujaya et al., 2023), dan juga oleh (Amelia et al., 2023), Model 

Critical Success Factors (CSFs) oleh John F. Rockart (Islami, 2021), Teori 

Collaborative Governance (Susniwati & Zamili, 2022), dan Teori William Dunn 

(Noerizza Triananta & Purnomo, 2023). 

Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian implementasi yang dikembangkan 

oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn masih belum banyak diterapkan, 

terutama dalam penelitian terkait implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di 

Provinsi Bangka Belitung. Selain itu, tantangan lain dalam penyelenggaraan SDI pada 

tahap pemeriksaan data adalah ketiadaan regulasi turunan yang telah disahkan, seperti 

Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, dan Peraturan Badan, yang mengatur peran 

Walidata serta Produsen Data tingkat pusat (Islami, 2021). Menjawab ini Pemerintah 

provinsi Babel sudah memiliki kebijakan turunan yakni Peraturan Gubernur Nomor 

18 Tahun 2022, yang sebelumnya merujuk pada SK Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung Nomor 188.44/527/DISKOMINFO/2021. Kebijakan ini diterbitkan tiga 

tahun setelah Perpres disahkan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengetahui 

sejauh mana implementasi kebijakan penyelenggaraan SDI dalam meningkatkan 
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ketersediaan data statistik sektoral di tingkat Pemerintah Provinsi Babel, khususnya 

oleh Diskominfo yang berperan sebagai Walidata pusat. 

Melihat permasalahan yang telah diidentifikasi, penulis merasa tertarik untuk 

membahas topik terkait Satu Data Indonesia (SDI) dalam skripsi yang berjudul 

“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”. Besar 

harapan penulis penelitian ini akan bermanfaat bagi instansi, masyarakat umum, dan 

dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa depan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

permasalahan adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data 

Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas topik terkait Satu Data Indonesia. 



14 
 

 

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah pengetahuan serta 

wawasan bagi pembaca secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan masukan 

sebagai berikut: 

a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Provinsi Bangka Belitung 

Melalui hasil penellitian ini, harapannya dapat memberikam masukan kepada 

tim penyelenggara SDI di Provinsi Babel dalam melaksanakan kebijakan 

penyelenggaraan SDI. 

b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung 

Dapat memberikan masukan serta perbaikan kedepannya bagi Diskominfo 

khususnya Bidang E-Government dan Statistik sebagai Walidata Pusat tingkat 

provinsi dalam melakukan pemeriksaan data. 
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